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Abstrak
Aparat kepolisian mempunyai  kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan di lapangan biasanya polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka, dan pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka bersifat situasional. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tembak di tempat dalam kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik, serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban polisi yang melakukan tembak di tempat berkaitan dengan kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik. Penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu melukiskan langsung bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, lokasi penelitiannya berada di Polisi Resort Gresik karena studi kasus yang terjadi di wilayah hukum kota Gresik Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi video. Teknik pengolahan data setelah data didapatkan baik data primer maupun data sekunder kemudian data direduksi diikuti penyusunan sajian data secara komprehesif dan teliti serta hati-hati dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini terungkap bahwa tembak di tempat yang dilakukan oleh polisi dalam kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik ini tidak sesuai yang ada di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam tindakan individual yang telah dilakukan oleh polisi pada kasus ini, terdapat tindakan melebihi wewenangnya dan tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan. Pertanggungjawaban tembak di tempat yang dilakukan oleh polisi terhadap Fuad belum terpenuhi, karena polisi menganggap tembak di tempat tersebut bukanlah pelanggaran. 
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Abstract
Police officers have the authority to act according to his own judgment. This authority is written in Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The application in the field of police usually shoot on the spot action against the suspect, and basically the application of shoot on sight against the suspect is situational. This study aimed to determine the application of the authority of the police in conducting the firing in place in case the student hostage SDN Tlogopatut 2 Gresik, as well as the accountability of the police to find out how to do the shoot in a place that deals with cases of female students hostage SDN Tlogopatut 2 Gresik. Legal research is a qualitative descriptive study that directly describe how law enforcement by the police, the location of his research is in the Police Resort Gresik selected case studies that occurred in the jurisdiction of the town of Gresik Data was collected through interviews and video documentation. Mechanical processing of data after the data obtained both primary data and secondary data and then the data is reduced followed by the preparation of the dish and carefully formulated comprehensive data and cautiously and ended with a conclusion. Results of this study revealed that the shoot on the spot by the police in the case of female students hostage SDN Tlogopatut 2 Gresik is not appropriate in the Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. In individual action taken by the police in this case, there are actions and not exceed its authority in accordance with the rules of Legislation. Accountability shoot on sight by the police against Fuad has not been met, because police consider shoot on sight is not an offense.








Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat yang menyangkut fungsi-fungsi kepolisian di seluruh dunia. Dirumuskan bahwa fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan didalam negeri. Penegakkan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakkan hukum pidana.Tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan.
Pengambilan tindakan yang dilakukan polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia.Terkadang ada beberapa oknum polisi yang keliru dalam mengambil tindakan guna mencegah sesuatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat tertentu merasa dilanggar hak-haknya dan memberikan tanggapan negatif kepada polisi.  Berbagai pertanyaan timbul di kalangan masyarakat mengapa polisi menggunakan kekerasan, tidak tanggap, serta kurang melindungi dan mengayomi masyarakat. 
Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum di lapangan, khususnya tindakan polisi di tempat kejadian perkara yang dapat diukur dari standar kualitas kemampuan profesi kepolisian ataupun ketidakmampuan institusi kepolisian melaksanakan tugasnya di bidang penegakkan hukum. Polisi dinilai oleh masyarakat dalam menghadapi pelaku-pelaku kejahatan sering menggunakan tindakan kekerasan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa masyarakat.
Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat kepolisian. Kewenangan ini tertulis didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi :“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi.Adapun pengertian diskresi kepolisan menurut Thomas J. Aaronadalah “Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.​[1]​
Penerapan di lapangan biasanya polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata apiharus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula.
Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu,kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi.Seorang polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan prinsip diskresi dengan pertimbangan individual. Seorang polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk “menembak” atau “tidak menembak” maka anggota polisi yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkan keputusannya kepada atasannya. 
Pasal 5 angka (1) sub a angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981KUHAP, penyelidik sebagaimana dimaksud Pasal 4 berkewajiban menerima laporan atau pengaduan seorang tentang adanya tindak pidana. Fungsi penyelidik apabila ada laporan yang mengatakan bahwa di suatu tempat sedang terjadi tindak pidana maka harus segera ke tempat kejadian. Pasal 5 angka (1) sub a angka 4 KUHAP mengatakan “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Pasal ini apabila sudah ada laporan terjadinya suatu tindak pidana maka penyelidik diharuskan melakukan tindakan di tempat kejadian yang tentunya harus sesuai dengan prosedur yang ada dan dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban. 
Pasal 102 ayat (1) KUHAP menyebutkan “penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.Penyelidik dalam melakukan tugasnya harus cepat dan tanggap apabila dibutuhkan segera ketempat kejadian dan melakukan tindakan guna menghentikan suatu tindak pidana yang sedang terjadi.
Adapun yang mengatur tentang kewenangan polisi dalam proses penangkapan apabila sesorang tersebut diduga keras  melakukan tindak pidana dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP menyebutkan “untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan”.Apabila ada laporan tentang adanya tindak pidana penyelidik berhak melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan tindak pidana.Tidak semua orang yang diduga keras  melakukan tindak pidana dapat ditangkap tanpa adanya bukti permulaan yang cukup seperti yang tertuang didalam Pasal 17 KUHAP. Ditakutkan apabila tidak ada bukti yang cukup akan terjadi kesalahan penangkapan terhadap orang yang tidak bersalah.
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam kepolisian mengatur tentang apa yang harus dilakukan polisi dalam menghadapi seorang yang dianggap melakukan tindak pidana tahapan tersebut meliputi:
a.	tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deferrent/pencegahan;
b.	tahap 2 : perintah lisan;
c.	tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
d.	tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
e.	tahap5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
f.	tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yangmenghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yangdapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Pasal 5 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 dikatakan polisi harus melilih salah satu tahapan tindakan sesuai dengan ancaman bahaya. Sesuai dengan urutannya kendali dengan menggunakan senjata api pilihan terakhir apabila penggunaan kekuatan yang lain tidak mampu menghentikan tersangka
.
Secara formal prosedur penggunaan senjata api telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku. Hal ini perlu dipertanyakansebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di satuan kerja kepolisian yang bersifat situasional. Seperti penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum semestinya. Misalnya perintah “tembak di tempat” terhadap para pelaku tindak pidana kategori residivis atau yang sadis dalam melakukan kejahatannya.







bahwa tindakan kepolisian diambildengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atauperlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadapmasyarakat.
Penerapan asas diskresi tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan. Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seorang tersangka kemudian harus mempertanggungjawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka. Mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain dimana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata. Ia tetapi harus mempertanggungjawabkan keputusan mengapa tidak menembak dengan senjatanya. Pencapaian  sasaran penegakan hukum, segala tindakan polisi disesuaikan dengan Pancasila.
Seperti  kasus yang terjadi tanggal 17 Desember tahun 2014 ini di kota Gresik tersangka penyanderaan seorang anak SD Tlogopatut Gresik yang bernama Zahriani Putri Agustin atau yang biasa dipanggil Rani sempat disandera selama 2 jam oleh tersangka bernama Fuad. Fuad sempat membawa Rani ke Markas Kodim Gresik.Akhirnya pihak Kodim bekerja sama dengan Kepolisian untuk melepaskan anak tersebut dari tangan Fuad. Fuad memakai senjata tajam berupa pisau yang dikalungkan didada korban. Apabila ada yang berusaha menyerang Fuad, maka ia tidak segan-segan  akan membunuh korban.​[2]​
Negosiasi dilakukan bersama dengan pihakKodim dan Polisi Satreskrim Kota Gresik dan Fuad. Harapannya agar Fuad bersedia melepaskan pisau yang dikalungkan didada sebelah kanan korban. Ketika itu, Fuad sempat menghubungi rekannya melalui telpon genggamnya dengan posisi masih mengalungkan pisau tersebut ke dada kanan korban. Beberapa saat setelah Fuad menelpon rekannya, ia meminta pihak  Kodim untuk mengantarkannya ke Tanjung Perak Surabaya, dengan ancaman apabila dia tidak diantarkan ke Tanjung Perak Surabaya maka korban akan dibunuh. Berdasarkan alasan keselamatan Rani pihak Kodim bersedia mengantar Fuad ke Tanjung Perak Surabaya dengan pengemudi mobil yaitu Kapten Suwanto.​[3]​
Pada saat itu Polisi sudah bekerja sama dengan Kodim untuk membuat macet di sekitar Jalan Veteran.Di tengah-tengah kemacetan  Fuad sempat menelpon rekannya dan meminta Kapten Suwanto mengantarkan ke Malang, tetapi Kapten Suwanto tidak bersedia karena perjanjian awalnya dia hanya mau mengantar sampai Tanjung Perak Surabaya. Ketika Fuad lengah, Kapten Suwanto berusaha meraih pisau yang dikalungkan didada sebelah kanan Rani. Fuad melakukan perlawanan bertepatan dengan datangnya Polisi dari Satreskrim Polres Gresik yang berjumlah lebih dari 10 orang. Mengepung mobil yang membawa Fuad dan Rani yang sedang disandera.​[4]​
Alhasil Polisi segara melumpuhkan korban dengan tembakan  sampai 2x (dua kali) karena Fuad melakukan perlawanan ditakutkan akan membahayakan Rani, Polisi menembak mati fuad. Menurut Bripka Ahmad Aidi Yanto anggota Satreskrim Polsek Kota Gresik yang juga ada di tempat kejadian, yang membuat polisi menembak mati Fuad karena dia melakukan perlawanan. Hal yang terpenting adalah keselamatan Rani pada saat itu posisi Rani sangat terancam karena kaca mobil yang ada di samping kiri Fuad dalam posisi terkunci. Polisi hanya mempunyai peluang menembak dari arah kaca sebelah kanan mobil Kapten Suwanto yang ketika itu mengemudikan mobil.​[5]​
Pada saat itu tidak ada pilihan lain selain menembak Fuad. Kejadiannya pada saat itu begitu cepat. Aipda Bambang dan Bripka Franklin menembak mati Fuad dengan spontan. Sebelum ketempat kejadian, Satreskrim yang akan diturunkan ke tempat kejadian diberi arahan oleh Wakapolres Gresik untuk melakukan penegakan hukum dan harus langsung terjun ke lapangan. Pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan nyawa Rani tersebut harus di utamakan, Fuad mengalungkan pisaunya di sebelah kanan dada korban yang apabila Polisi salah dalam mengambil keputusan maka akan dapat membahayakan nyawa korban.​[6]​
Tembak ditempat oleh aparat Kepolisian sering sekali terjadi, tidak jarang sampai menyebabkan pelaku ditembak mati. Terkadang pelaku tidak terlalu membahayakan dan masih dapat dikendalikan dengan tangan kosong keras untuk mengatasinya. Polisi seringkali lebih memilih menembak melumpuhkan bahkan tidak sengaja sampai pelaku meninggal.Polisi seringkali gegabah dalam mengambil keputusan untuk menembak pelaku kejahatan, seharusnya perlu pertimbangan yang lebih matang agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Polisi seringkali menggunakaan kekerasaan saat menangkap pelaku kejahatan padahal tidak jarang hanya tindak pidana ringan saja. Seperti kasus yang ada di Gresik ketika pelaku langsung dikepung oleh anggota Satreskrim dan ditembak hingga pelaku meninggal di tempat tanpa ada proses hukum maupun upaya hukum yang dilakukan. Seringkali keluarga pelaku merasa dirugikan karena pelaku langsung di tembak mati.
Hal ini perlu kajian mendalam untuk menentukan keabsahan penembakan tersebut sesuai kewenangan  yang diatur didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.  Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti kemudian merancang penelitian dengan judul : “KEWENANGAN POLISI MELAKUKAN TEMBAK DITEMPAT (STUDI KASUS PENYADERAAN SISWI SDN TLOGOPATUT 2 GRESIK)”

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu melukiskan langsung penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi berkaitan dengan kewenangan polisi melakukan tembak ditempat secara sistematis, actual dan cermat. Peneliti bertindak sebagai pengamat, mengamati gejaladan mencatatnya dalam buku observasi.Peneliti langsung kelapangan sehingga tidak bisa memanipulasi data.​[7]​ Penelitian ini akan menggambarkan wewenang penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi berkaitan dengan tugas dan wewenang Satreskrim Polres Gresik yang berkaitan dengan tembak di tempat.  
Penelitian ini dilakukan di kota Gresik tepatnya di Polres Gresik. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan lokasi ini merupakan tempat terjadinya penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik. 
Pada penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:
1.	Wawancara
Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung  antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi.
2.	Dokumentasi
Dokumentasi dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi video kasus penyaderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik yang diunduh dari youtube tujuannya agar dapat melihat secara jelas bagaimana kejadian itu terjadi.

Setelah data didapatkan, baik primer maupun sekunder kemudian data direduksi dan diikuti penyusunan sajian data secara komprehensif  dan teliti serta hati-hati dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu oleh teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.​[8]​
1. Sifat Analisis 
Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif maksudnya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.​[9]​
2. Pendekatan dan Analisis
Akan menggunakan pendekatan kualitatif maksudnya, suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu, data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.​[10]​

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Hasil Penelitian
1.	Kasus Posisi  menurut Kapten Suwanto (Kapten Suwanto yang pada saat kejadian mengaku sebagai Komandan Kodim 0817 Gresik dan ikut serta dalam pembebasan sandera)
Pada tanggal 17 Desember 2014 sekitar  pukul 6.30 WIB datanglah seorang bernama  Fuad di Markas Kodim 0817 Gresik, ketika itu Fuad diterima oleh Provos (penjagaan). Fuad ingin meminta perlindungan kepada Kodim, Fuad mengaku dia sedang dikejar-kejar oleh banyak orang dan hendak dibunuh. Pihak  Kodim penjagaan mengatakan: “Kalau kamu mau mendapatkan perlindungan bukan disini tempatnya tetapi di Polres Gresik”. Tetapi Fuad tidak mau dia tetap meminta kodim yang memberi perlindungan. Sampai pada saat itu anggota provos akan mengantar Fuad ke polres tetap Fuad tidak mau. 
Sekitar pukul 8.00 WIB, terdengar jeritan dari luar Kodim dan pada saat itu terlihat, Fuad sedang meneteng seorang siswi SDN Tlogopatut 2 yang bernama Zahriani Putri Agustin atau biasa dipanggil dengan Rani. Letak kodim 0817 Gresik memang berseberangan dengan sekolah SDN Tlogopatut 2. Fuad menenteng Rani masuk kedalam Kodim dengan mengarahkan pisaunya kedada Rani semua yang ada didalam kodim terkejut melihat aksi yang dilakukan Fuad, ketika itu Fuad berteriak-teriak mengatakan ingin bertemu dengan pimpinan Kodim 0817. 
Pada saat itu Kapten Suwanto yang baru tiba di Kodim menghampiri Fuad dan mengatakan: “Saya pimpinan Kodim dan ada perlu apa kamu dengan menyandera anak kecil ini”. Kapten Suwanto berusaha meredakan emosi Fuad dengan menyuruh Fuad masuk kedalam ruangannya dan berbincang-bincang didalam ruangan. Fuad lalu membawa Rani masuk kedalam ruangan Kapten Suwanto dengan masih mengkalungkan pisaunya didada Rani. Didalam ruangan Kapten Suwanto, Fuad meminta untuk mengunci ruangan tersebut dari dalam, posisi didalam ruangan hanya ada 3(tiga) orang Fuad, Rani dan Kapten Suwanto. 
Kapten suwanto berusaha menenangkan Fuad agar pisau yang diarahkan didada Rani itu tidak sampai melukai diri Rani. Fuad sempat bercerita bahwa dia kalah judi dan di kejar-kejar banyak orang yang akan membunuhnya, dia berkata sebelumnya dia sempat ke polsek untuk meminta perlindungan tetapi tidak dihiraukan oleh sebab itu dia berpindah meminta perlindungan ke kodim 0817 Gresik. Kapten Suwanto ditengah negosiasi itu sempat memberikan bantuan akan mengganti uang kalah judi tersebut tetapi dengan syarat Rani akan dilepaskan, Fuad tetap saja tidak mau dia hanya ingin mendapatkan perlindungan katanya. 
Fuad juga meminta agar pertemuannya dengan Kapten Suwanto di tayangkan secara langsung dimedia televisi. Alasannya, dia ingin mengutarakan apa yang ia rasakan saat dia meminta perlindungan di polsek yang tidak ditanggapi dengan baik. Pada saat itu Polisi yang berada diluar ruangan menyamar sebagai wartawan yang akan meliput pertemuan tersebut. Fuad meminta polisi yang menyamar sebagai wartawan itu meperlihatkan kartu identitasnya, karena Polisi itu tidak dapat memperlihatkan kartu identitasnya, maka Fuad semakin marah-marah dia mengetahui kalau wartawan itu tidak lain adalah seorang polisi. 
Negosiasi dilakukan sekitar 2(dua) jam lebih, kemudian Fuad meminta Kapten Suwanto untuk mengantarkannya di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan apabila sudah sampai pelabuhan Fuad berjanji akan melepaskan Rani. Kapten suwanto bersedia mengantarkan ke Tanjung Perak Surabaya dengan jaminan bahwa nanti Rani akan dilepaskan. Kapten Suwanto dan Fuad berangkat dengan mengendarai mobil. Didalam mobil posisi Fuad mengarahkan pisaunya didada Rani. Ketika itu Fuad meminta untuk naik kendaraan terbuka, tetapi karena tidak ada mobil terbuka terpaksa dengan menggunakan mobil patroli Kodim 0817 Gresik.
1 (satu) km perjalanan, Fuad meminjam handphone (HP) Kapten Suwanto, dia menelpon temannya yang ada di Malang, dalam percakapan telponnya dia mengatakan bahwa dia dikejar-kejar banyak orang dan akan meninggal. Dia  setelah menelpon meminta Kapten Suwanto untuk mengantarkannya ke Malang, tetapi Kapten Suwanto tidak bersedia karena perjanjian awalnya dia hanya akan mengantarkan sampai pelabuhan Tanjung Perak saja dan Rani akan dilepaskan. Pada saat sampai di jalan Veteran Gresik keadaan sengaja dibuat macet oleh Polisi.
Tidak lama kemudian, satu mobil anggota Satreskrim Polres Gresik dan satu mobil patroli Kodim turun kejalan dan berusaha memberhentikan mobil yang dinaiki Fuad.Saat itu pintu sebelah kiri mobil yang dinaiki Fuad dikunci dari dalam, sehingga Polisi tidak dapat membukanya, sempat terjadi adu bicara polisi dengan Fuad. Pada saat  Fuad  lengah Kapten Suwanto bisa memasukan tangan kirinya ke leher Rani dan tangan kanannya mencoba meraih pisau yang sedang diarahkan didada Rani. 
Ketika itu pisaunya sudah berhasil terlempar, Serma Andi langsung datang membuka pintu sebelah kemudi Kapten Suwanto yang sengaja tidak dikunci langsung menerobos masuk menaiki Kapten Suwanto, Serma Andi langsung memukulkan gagang sangkur yang dibawanya kekepala Fuad sebanyak 4x (empat kali). Pukulan Serma Andi itu membuat tubuh Fuad tidak berdaya. Kapten Suwanto berhasil meraih Rani dan dibawanya keluar mobil. Aipda Bambang disebelah kiri kemudi berusaha membuka pintu mobil, akhirnya kunci pintu tersebut berhasil dibuka oleh Kapten Suwanto dari dalam mobil.
Saat badan Fuad akan dikeluarkan dari mobil dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba dari kanan kemudi mobil datanglah Bripka Frangklin anggota Satreskrim Polres Gresik dengan membawa senjata laras panjangnya di depan Kapten Suwanto, dan menembakan 2x (dua kali) tembakan dibagian dada dan perut Fuad. Seketika itu Fuad langsung tewas di tempat kejadian.

2.	Kasus Posisi menurut Bripka Ahmad Aidi Yanto, Bripka Godlif Franklin (Polisi yang ikut serta dalam pembebasan sandera) dan Iptu Arif Rasyidi (Kepala bidang operasional dan pembinaan Satreskrim Polres Gresik)
Pagi hari sekitar pukul 7.00 Wib, datanglah seorang laki-laki yang menenteng seorang siswi SD dengan menempelkan pisau didadanya. Laki-laki tersebut masuk kedalam kodim 0817 Gresik.Laki-laki tersebut bernama Fuad dia berasal dari Lombok. Ia lalu teriak-teriak dalam ruang Kodim dan meminta bertemu dengan komandan yang ada di kodim tersebut. Ketika itu ada seorang anggota Kodim yang bernama Kapten Suwanto yang menemui Fuad dan secara spontan mengaku bahwa dia adalah Komandan Kodim. Kapten Suwanto meminta Fuad untuk membicarakan secara baik-baik duduk permasalahannya kenapa ia sampai mengancam jiwa anak SD tersebut. Kapten Suwanto meminta Fuad untuk masuk terlebih dahulu kedalam ruangannya.
Fuad bersedia masuk kedalam ruangan Kapten Suwanto tetapi dia meminta untuk mengunci pintu tersebut. Dia tidak ingin ada orang lain yang masuk kedalam ruangan. Saat berbincang-bincang didalam ruangan, Fuad tetap saja megarahkan  pisau kedada Rani. Kapten Suwanto berusaha membujuk Fuad agar ia bersedia untuk melepaskan pisau dari tangannya. Fuad menceritakan bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh banyak, orang oleh sebab itu ia membutuhkan perlindungan, dia juga mengatakan telah kalah judi. Segala cara telah dilakukan pada saat negosiasi untuk membujuk Fuad agar dia melepaskan Rani, tetapi Fuad tetap tidak bersedia. 
2 jam (dua jam) berselang, Fuad meminta Kapten Suwanto untuk mengantarkannya ke Tanjung Perak Surabaya dan dia berjanji akan melepaskan Rani setelah dia diantarkan ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kapten Suwanto menyepakati, bahwa dia bersedia mengantarkan sampai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya asalkan nantinya Rani dilepaskan dengan selamat. Fuad meminta diantarkan dengan mobil terbuka, tetapi karena pada saat itu hanya ada mobil patroli Kodim 0817 maka Fuad bersedia menaikinya. Pada saat di jalan Veteran Gresik jalan dibuat macet dengan tujuan agar Polisi bisa mengatur strategi pembebasan sandera. 
Pada saat jalan macet datanglah anggota Satreskrim Polres Gresik langsung mengepung mobil kodim 0817 yang membawa Fuad dengan Rani. Posisi sebelah kiri pintu Fuad terkunci dan tidak bisa dibuka polisi, sehingga polisi memecah kaca sebelah kiri Fuad dan berusaha mengeluarkan Fuad dari dalam mobil, tetapi karena Fuad melawan, maka polisi dari arah sebelah kanan Kapten Suwanto segera melepaskan timah panas ke tubuh Fuad dengan 2x (dua kali) tembakan yang menyebabkan Fuad tewas di tempat kejadian. Pada saat polisi menembak itu Rani masih ada dalam pangkuan Fuad.

3.	Kasus Posisi menurut Zahriani Putri Agustin (Korban)
Pada tanggal 17 Desember 2014 ketika itu Zahriani Putri Agustin yang biasa dipanggil Rani berserta 6 orang temannya berada di luar kelas karena tidak terkena remidi oleh gurunya. Tiba-tiba saja ada seorang yang tidak dikenal masuk ke sekolah dan mengangkat Rani yang saat itu sedang di luar kelas. Rani lalu di bawa ke Markas Kodim sambil ditenteng dan mengarahkan pisau didada Rani, Ketika itu Rani tidak melawan, dia hanya membaca doa saja didalam hati. Laki-laki itu bernama Fuad yang mengancam akan membunuh Rani apabila dia tidak diberikan perlindungan dari Kodim 0817 Gresik.
Fuad memaksa ingin bertemu dengan komandan Kodim. Ketika itu ada Kapten Suwanto yang mengaku sebagai komandan kodim, kemudian Kapten Suwanto menyuruh Fuad untuk berbincang-bincang didalam ruangannya. Didalam ruangan, Kapten Suwanto berusaha membujuk Fuad untuk melepaskan Rani. Kapten Suwanto juga berusaha akan mengganti uang kalah judi Fuad sebesar Rp.300.000-Rp.3.000.000, tetapi Fuad bersikeras tidak mau dan hanya ingin meminta perlindungan saja karena habis dikejar-kejar orang.
Fuad juga meminta perbincangannya dengan Kapten Suwanto ditayangkan secara live di stasiun televisi RCTI,  tetapi dibohongi sama Kapten Suwanto kalau tv nya rusak. Fuad tidak memperbolehkan siapapun yang melihat di jendela ruangan itu.Sekitar 2 (dua jam) bernegosiasi didalam ruangan, Fuad lalu meminta Kapten Suwanto untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Tanjung Perak. Dia juga berjanji apabila diantarkan di Pelabuhan Tanjung Perak maka ia akan melepaskan Rani. Akhirnya Kapten Suwanto bersedia mengantarkan Fuad ke pelabuhan Tanjung Perak dengan jaminan sesampainya disana Rani akan dilepaskan.
Pada saat diperjalanan Fuad menelpon rekannya, Fuad lengah sehingga sempat terjadi tarik-menarik pisau dengan Fuad. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dari kaca depan mobil. Rani ditutupi matanya dan dibawa keluar dari mobil patroli itu ke mobil pribadi bapak Wakapolres Gresik. Rani tidak mengetahui pada saat polisi menembak Fuad karena dia ditutup matanya dan sudah di bawa keluar dari mobil patroli.

B.	Pembahasan
1.	Penerapan Kewenangan Aparat kepolisian dalam melakukan tembak di tempat.
Uraian Kapten Suwanto di media televisi mengatakan bahwa: “Ketika itu pisaunya sudah terlempar dan Rani sudah direbut saat tim buser datanglalu menembakan 2x tembakan pas didepan muka saya”. Merupakan pernyataan yang  janggal, menurut penulis apabila pisau sudah berhasil terlempar dan Rani sudah berhasil direbut lalu kenapa Polisi Satreskrim Polres Gresik masih menembakan 2x tembakan hingga membuat tersangka tewas ditempat. Hal ini/ kejadian ini merupakan penyimpangan dari Asas Diskresi.







Bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat. Apabila tersangka sudah tidak berbahaya dan sudah tidak mengancam jiwa korban maka bisa tidak menggunakan penggunaan dengan senjata api, polisi bisa saja menggunakan dengan penggunaan kekuatan dengan kendali tangan kosong keras sehingga tidak sampai membuat pelaku tewas ditempat. Karena bagaimanapun tersangka masih mempunyai hak untuk hidup, hak untuk membela dirinya dihadapan hukum dan harus ada proses hukum yang semestinya.

Setiap melakukan tugasnya polisi harus sesuai dengan Asas Legalitas yang ada didalam Pasal 3 huruf a Perkap Nomor 1 tahun 2009 yakni semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila polisi melakukan tindakan diskresi yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI haruslah selaras dengan peraturan Kepala Kepolisian yang mengatur tentang bagaimana penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian karena setiap tindakan polisi harus sesuai dengan peraturan yang ada.
Penggunaan kekuatan dapat dilakukan apabila memang dalam hal itu sangat diperlukan, guna mencegah suatu tindak pidana yang berakibat akan mengancam jiwa orang lain, menurut prinsip nesesitas penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Dalam hal ini apabila polisi akan menggunakan kekuatan agar nyawa Rani terselamatkan polisi dapat menggunaan kekuatan, yang tentunya harus berimbang dengan ancaman yang akan dihadapi.
Polisi dalam melakukan tindakan diskresi tentunya harus secara  proporsional, antara  ancaman dan tindakan yang dilakukan haruslah seimbang seperti yang tertuang didalam Pasal 3 huruf c Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Dalam kasus ini, polisi langsung mengepung mobil patroli Kodim yang membawa Fuad, beserta sandera dengan lebih dari 10 personel dari polres Gresik, dan menurunkan lagi 1 mobil patroli dari pihak Kodim. Apabila jumlah personel yang menghadapi tersangka sudah terlalu banyak, dan pisaunya sudah terlempar, tetapi tersangka ditembak sampai menyebabkan ia tewas berarti tindakan yang dilakukan oleh polisi berlebihan karena seharusnya bisa hanya dengan melumpuhkan saja tanpa harus menggunakan kekuatan dengan senjata apisampai menyebabkan tersangka tewas. Sehingga polisi dapat bertindak menurut penilaiaannya sendiri tetapi tetap menjaga  dan memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
Segala tindakan kepolisan haruslah masuk akal (reasonable), yakni tindakan kepolisian harus mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap bahayanya terhadap masyarakat, apabila ancaman pelaku kejahatan itu akan membahayakan nyawa korban polisi harusnya melakukan tindakan-tindakan logis tanpa harus merugikan nyawa korban ataupun pelaku kejahatan, karena pelaku kejahatan dapat diadili dengan proses hukum yang semestinya.
Apabila polisi benar menembak karena posisi Rani terancam dan Fuad melawan, seharusnya pada saat itu Rani tahu kapan Fuad ditembak tetapi dalam hal ini pada saat penulis mewawancari Rani, Rani tidak mengetahui kapan Fuad di tembak bahkan ia sudah dipindahkan ke mobil pribadi milik salah seorang polisi. Berarti apa yang dikatakan polisi bahwa pada saat penembakan itu Rani masih ada dalam pangkuannya tidak benar. Menurut penulis apa yang dikatakan oleh polisi tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena Kapten Suwanto juga mengatakan kalau Rani sudah berhasil dikerluarkan dari mobil, dan Rani juga tidak mengetahui kapan Fuad di tembak oleh polisi.
Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:
a.	Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b.	Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c.	Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
d.	Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
Untuk menentukan kebenaran dari beberapa versi kronologi penyanderaan yang terjadi di Kodim 0817 Gresik yang terbagi menjadi 3 versi yaitu kronologi diceritakan oleh Kapten Suwanto, Bripka Ahmad Aidiyanto, Bripka Godlif  Frangklin, Iptu Arif Rasyidi serta Rani, penentuan kronologi mana yang benar harus memperhatikan apa yang ada didalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP.
Upaya penulis untuk menentukan kebenaran kronologis kasus  disesuaikan keterangan saksi yang mendengar dan melihat secara langsung yaitu Kapten Suwanto dan Rani tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh polisi. Menurut persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya untuk menentukan kebenaran. Dalam hal ini paling banyak kesesuaiannya antara Rani dan Kapten Suwanto. Polisi mengatakan kalau pada saat itu Fuad tetap melawan setelah diberikan tembakan peringatan, dan posisi Rani yang ada dalam pangkuannya semakin terancam alhasil, polisi menembakan 2x (dua kali) tembakan di tubuh Fuad. Berbeda dengan yang dikatakan Polisi, menurut Kapten Suwanto, Fuad posisinya sudah tidak berdaya dan dikuatkan oleh keterangan Rani bahwa dia sudah dipindahkan ke mobil pribadi milik salah seorang Polisi.
Jadi dalam hal ini kronologi kasus yang paling masuk akal adalah yang dikatakan oleh Kapten Suwanto serta Rani, apabila Kapten Suwanto tidak jujur atas apa yang telah ia katakan, dalam hal ini penulis melihat dari sisi korban yang tidak mempunyai kepentingan apabila ingin menutup-nutupi sesuatu dari kasus ini, juga Rani masih anak-anak yang tentunya hanya bercerita tentang apa yang telah ia rasakan. Keterangan Kapten Suwanto didepan media menyatakan bagaimana kejadian yang sebenarnya menurut penulis menunjukan kalau apa yang dikatakannya benar, apalagi latar belakangnya adalah seorang anggota TNI yang dikenal sangat disiplin, pastilah apa yang diucapkan oleh Kapten Suwanto dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Menurut Kepala bidang Operasional dan Pembinaan (KBO) Satreskrim Polres Gresik IPTU Arif Rasyidi, Polisi sudah melakukan tindakan yang tepat dan proporsional. Pada saat itu situasinya sangat mengancam sehingga polisi harus segera melakukan trindakan represif agar dapat menyelamatkan anak tersebut. Apabila polisi tidak melakukan tembakan itu dan anak tersebut dilukai oleh tersangka Fuad, maka imbasnya Polisi lah yang akan disalahkan dimata masyarakat karena menurut masyarakat polisi tidak cekatan dalam menghadapi kondisi-kondisi yang berbahaya. Dengan alasan :
1.	Didalam setiap tindakannya polisi mempunyai standar operasional prosedur (Sop) tetapi Sop ini boleh dilangkahi ketika keadaan dilapangan sangat mendesak dan dibutuhkannya tindakan alternatif lainnya yang bisa dengan cepat dilakukan. Polisi boleh tidak melakukan tembakan peringatan terlebih dahulu ketika dalam posisi yang sangat menghimpit.
2.	Upaya meminimalisir kesewenangan tindakan diskresi yang dilakukkan oleh polisi, Rutin 6 bulan sekali dilakukan tes psikologi. Tes psikologi ini sangat dibutuhkan agar polisi yang bermental buruk dapat diantasipasi agar tidak mendapatkan senjata api karena kepemilikan senjata api tidak untuk semua polisi. Syarat kepemilikan senjata api harus adanya tes-tes untuk membuktikan apakah polisi tersebut layak untuk mendapatkan senjata api. Hal ini disebabkan adanya ketakutan akan membahayakan jika polisi yang memegang senjata api itu tidak dapat mengendalikan emosinya. Tes psikologi untuk polisi setiap 6 bulan sekali ini tidak semerta-merta selalu berjalan dengan lancar karena seringkali biaya operasionalnya tidak mencukupi.
3.	Keakraban dalam setiap tim yang akan diturunkan di lapangan perlu dibentuk  agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan tindakan di lapangan. Atasan polisi juga harus memperhatikan bagaimana kehidupan keseharian anggotanya agar lebih mudah untuk menkontrol perilaku-perilaku oknum polisi yang sering meresahkan masyarakat, Polisi seringkali dicap selalu menggunakan cara kekerasan dan tidak tanggap dalam melakukan tindakan di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesan negatif yang ada di masyarakat.

Untung S Radjab berpendapat bahwa untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Para pakar lalu menempatkan polisi pada posisi boleh diperbolehkan bertindak apa saja.​[11]​
Teori yang dikemukakan oleh Untung S Radjab memperbolehkan polisi menggunakan cara kekerasan demi untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini ditakutkan apabila polisi diperbolehkan melakukan tindakan apa saja dalam melakukan tugasnya akan terjadi kesewenangan atas wewenang yang di amanatkan oleh undang-undang kepada polisi. Tentu dalam setiap tindakannya polisi diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban tetapi yang terpenting jangan sampai melanggar Hak Asasi Manusia dan tindakannya masih tetap dalam batas kewajaran dan tidak meninggalkan nilai moral yang ada didalam masyarakat.
Kasus penyanderaan ini menurut teori Untung S Radjab berarti polisi di perbolehkan melakukan penembakan di tempat apabila dalam situasi yang sangat darurat demi menjaga keamanan dan ketertiban yang ada didalam masyarakat. Untung S Radjab juga pemberbolehkan polisi melakukan tindakan apa saja apabila terpaksa dilakukan tetapi seharusnya setiap tindakan tidak boleh bertentangan dengan dengan Hak Asasi Manusia dan tetap harus dilaksanakan secara proposionalitas. Karena di lapangan sering kita mendengar kabar bahwa polisi sering melakukan tindakan-tindakan yang melebihi kewenangannya.Karena tindakan tegas berupa tembakan harusnya selalu diselaraskan dengan Undang-Undang yang ada.
Thomas J. Aaron mengatakan diskresi Kepolisian yaitu suatu wewenang yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral.​[12]​ Teori mengedepankan tindakan cepat yang dilakukan oleh polisi apabila dalam kondisi yang sangat mendesak untuk melakukan tindakan individual.Tentunya setiap tindakan tidak boleh melanggar aturan hukum dan harus memperhatikan nilai-nilai moral yang semestinya harus dilakukan.
Ada 5 hal yang dapat membentuk Kepolisian Ideal dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat:​[13]​
1.	Well motivated, maksudnya untuk mendapatkan mutu Polisi yang baik seorang kader Polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika seorang Polisi menjatuhkan pilihannya untuk menjadi Polisi. Motivasi inilah yang ikut akan memberi warna pemolisian seorang Polisi dalam mengembangkan karirnya. Well motivated ini dapat dipantau dari sejak awal rekruitmennya.
2.	Well educated untuk mendapatkan seorang Polisi yang baik harus dididik untuk menjadi Polisi yang baik. Hal ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup rumit dan kompleks.
3.	Well trainned, untuk memperoleh Polisi yang baik perlu adanya pelatihan yang baik dengan melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang singkron mampu menjawab berbagai tantangan Kepolisian aktual dan tantangan masa depan.
4.	Well equipment, hal ini menyangkut masalah peralatan Kepolisan yang meliputi sarana dan prasarana serta teknologi Kepolisan.
5.	Wellfare, yakni di butuhkannya prajurit Polisi yang cukup memadai.
Dalam hal ini seringkali banyak yang mengatakan jika pendidikan polisi ini kurang karena mereka hanya tamatan sekolah menengah atas (SMA) jadi banyak yang tidak terlalu tahu mengenai bagaimana prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Tetapi pada kenyatannya di polres Gresik khususnya Satreskrim Polres Gresik sudah hampir keseluruhan polisi yang menempuh pendidikan sampai dengan tingkat strata satu.
Pasal 41 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM mengatakan bahwa :
“ Dalam menghadapi situasi darurat yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang, anggota Polri berkewajiban melakukan upaya penertiban secara bertanggung jawab sekalipun harus melalui tindakan yang dapat mengurangi atau membatasi hak-hak sipil dan politik.”
Pasal ini memperbolehkan polisi melakukan tindakan yang dapat mengurangi atau membatasi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang tentunya dalam keadaan yang sangat darurat sehingga perlunya menggunakan tindakan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Setiap melakukan tindakannya polisi juga harus memperhatikan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara R1 yang mengatakan:
“Tindakan lain yang dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :”
a.	Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b.	Selaras dengan kewajiban hukum yang mengahruskan tindakan tersebut dilakukan;
c.	Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d.	Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e.	Menghormati hak asasi manusia.

Penerapan asas diskresi di lapangan tentunya tidak semudah teori karena situasi di lapangan tidak bisa dipastikan disatu sisi polisi harus menyelamatkan korban, tetapi ada hak yang melekat pada diri tersangka yaitu hak untuk hidup, yang tidak bisa semena-mena polisi menembaknya hingga dia tewas. Oleh karena itu Polisi harus mempunyai keterampilan dalam menembak agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tembakan misalnya jangan sampai terjadi peluru nyasar sehingga membahayakan orang disekitarnya, dan juga harusnya mempunyai keterampilan lain dalam melumpuhkan lawan tanpa dengan menggunakan senjata api, sehingga senjata api digunakan dalam langkah yang paling terakhir.
Masalah ini tidak saja polisi yang harusnya disalahkan dalam setiap tindakan kejahatan karena peran masyarakat sangat mepengaruhi akan keamanan di lingkungan sekitar kita. Seperti kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 ini karena di sekolah ini pintu gerbang dibiarkan terbuka lebar tanpa adanya satpam atau penjaga yang menjaga pintu gerbang itu sehingga siapapun orang dari luar mudah untuk masuk kedalam sekolah itu. Padahal siswi SD sangat rentan mengalami tindakan kejahatan karena ia belum bisa untuk melindungi dirinya sendiri dan juga perlunya kesadaran bagi sekolah-sekolah dimanapun agar lebih memperhatikan keamanan yang ada di lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Polisi dalam kasus ini menurut penulis telah melampaui Asas Diskresi karena terdapat tindak pidana/pelanggaran disiplin yang ditemukan oleh penulis atas apa yang telah dilakukan oleh polisi. Dalam keadaan yang sudah tidak berdaya Fuad di tembak 2x oleh polisi, yang seharusnya apabila ancamannya sudah tidak ada tidak diperkenankan polisi malah menembak tersangka. Pada saat itu juga polisi Satreskrim Polres Gresik menurunkan 10 lebih anggotanya dan belum lagi Kodim 0817 menurunkan 1 mobil patroli anggota, dilihat dalam hal ini saja kekuatannya sudah tidak berimbang antara tersangka dengan anggota Polisi.

2.	Pertanggungjawaban polisi apabila melakukan tembak di tempat.
Menurut ilmu hukum acara pidana, masalah pertanggungjawaban pidana di hubungkan dengan ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam melakukan suatu tindakan, sebagaimana asas “Geen Straf Zonder Schuld, Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea” atau “tidak dapat dipidana  jika tidak ada kesalahan”. Secara yuridis seorang dapat dikatakan telah memenuhi unsur kesalahan apabila:​[14]​
1.	Telah melakukan perbuatan pidana.
2.	Mampu bertanggungjawab.
3.	Mempunyai bentuk kesalahan.
4.	Dan tidak adanya alasan pemaaf.
Kasus penyanderaan yang terjadi di Kodim 0817 Gresik ini  polisi harusnya bertanggungjawab atas tindakan diskresi yang telah dilakukannya, karena penulis menemukan kejanggalan dari penembakan yang dilakukan oleh polisi Satreskrim Polres Gresik ketika menyelamatkan korban penyanderaan. Harusnya apabila polisi melakukan langkah terakhir penggunaan kekuatan kepolisian sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI(yang selanjutnya disebut Perkap) diantaranya:
a.	Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
b.	Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan.
c.	Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakan hukum yang sah.
d.	Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
e.	Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum.
f.	Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang harus dihadapi.
g.	Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras.
h.	Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Seperti apa yang telah dikatakan dalam Pasal 45 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tersebut penggunaan kekuatan seharusnya dilakukan secara proposional dan juga harus berimbang dengan ancaman yang akan dihadapi, tetapi dalam kasus ini menurut pengakuan Kapten Suwanto tersangka Fuad sudah tidak berdaya dan seketika datanglah Bripka Godlif Franklin membawa senjata laras panjangnya kemudian menembakan 2x tembakan ke tubuh Fuad hingga ia tewas di tempat kejadian. Penggunaan yang dilakukan polisi sudah tidak lagi berimbang tersangka yang hanya seorang diri di kepung dengan 10 lebih anggota Kepolisian dan juga pisau yang ada di tangannya sudah berhasil terlempar bahkan korban sudah berhasil diselamatkan.
Setelah melakukan tembak di tempat polisi diharapkan mempertanggungjawabkannya. Seperti yang tertuang pada Pasal 49 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tindakan polisi setelah melakukan tindakan tembak di tempat polisi wajib:
a.	Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
b.	Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
c.	Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api;
d.	Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api;
Dalam hal ini Satrekrim Polres Gresik sudah melakukan langkah-langkah diatas setelah melakukan tembak ditempat.
Penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggungjawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggungjawab yang mereka miliki terhadap warga atau pihak-pihak yang tidak terlibat. Dalam hal laporan kejadian dimana laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. Setelah itu atasan harus bertanggungjawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penyalahgunaan wewenang maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 adalah :
a.	Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;
b.	Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan dan
c.	Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan atau melakukan tindakan keras wajib memberikan arahan kepada setiap anggota, bagi setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan Kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dimana arahan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian dan setelah itu wajib secara segera melaporkan pelaksanaanya kepada atasan langsung secara tertulis. 
Laporan yang harus dibuat dan diberikan kepada atasan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian memuat antara lain :
a.	Tanggal dan tempat kejadian.
b.	Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian.
c.	Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan.
d.	Rincian dan kekuatan yang digunakan.
e.	Evaluasi hasil penggunaan kekuatan.
f.	Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.
Didalam ayat (5) telah ditentukan informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:
a.	Bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,e dan huruf f.
b.	Mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan.
c.	Mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Porli dan/atau masyarakat.
d.	Bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan.
e.	Bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan.
f.	Bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

Pada dasarnya yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polri. Setelah kewenangan pelaksanaan tembak di tempat selesai maka setiap anggota Polri yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus membuat laporan / berita acara sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mepertanggung jawabkan tindakannya dihadapan hukum.
Penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh anggota Kepolsian dilaksanakan oleh Provos Polri. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia dimana Provos Polri mempunyai wewenang untuk:
a.	Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
b.	Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.
c.	Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum dan
d.	Melaksanakan putusan Ankum.
Sedangkan prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri dianut dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, yang pelaksanaannya melalui tahapan:
a.	Laporan atau pengaduan.
b.	Pemeriksaan pendahuluan.
c.	Pemeriksaan di depan sidang disiplin.
d.	Penjatuhan hukuman disiplin.
e.	Pelaksanaan hukuman.
f.	Pencatatan dalam data personal perseorangan.

Demikian pula dengan Kode Etik Profesi Polri yang mempunyai sanksi terhadap para anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri. Dalam Pasal 21 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI disebutkan:
“Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa:”
a.	Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
b.	Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
c.	Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1(satu) minggu dan paling lama 1(satu) bulan.
d.	Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
e.	Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
f.	Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau
g.	PTDH sebagai anggota Polri.
Setelah itu Kode Etik Profesi Polri ini, menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia jika anggota polisi terbukti bersalah melanggar Kode Etik Profesi Polri, maka anggota polisi tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat, selanjutnya anggota polisi tersebut dilimpahkan untuk disidang dalam yuridiksi peradilan umum di Pengadilan Negeri.
Menurut Iptu Arif Rasyidi untuk melakukan penangkapan polisi harus memberitahukan terlebih dahulu bahwa dirinya polisi dan memberikan tembakan peringatan tetapi menurut prosedur internasional malah tidak memakai tembakan peringatan terlebih dahulu. Apabila polisi harus menggunakan tindakan situasional dimana ia diharuskan melakukan tembakan sebagai langkah terakhir dan membuat tersangka tewas itu tidak apa-apa. Karena ditakutkan tersangka yang akan membahayakan nyawa polisi tersebut apabila tidak segera dilumpuhkan. Polisi dalam hal ini terkadang serba salah, menembak salah, tidak ditembak salah, tertembakpun salah. Karena apabila polisi yang tertembak oleh tersangka masyarakat menilai polisi sendiri saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri apalagi melindungi masyarakat luas.Tetapi tetap saja apapun tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi di lapangan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila dalam penembakan yang dilakukan oleh polisi pada saat penyanderaan itu tidak sesuai dengan prosedur maka seharusnya polisi dan atasan yang memerintahkan ikut serta mendapat hukuman dari sidang disiplin kepolisian. Tetapi dalam kasus ini polisi mengatakan tindakan tembak di tempat sudah sesuai dengan prosedur yang ada, buktinya Polres Gresik khususnya Satreskrim Polres Gresik mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas atas kinerjanya dan dibuktikan dengan mendapatkannya beberapa penghargaan dari berbagai pihak seperti Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolres Gresik dan Bupati Gresik.
Pada kasus ini, telah ditemukan adanya pelanggaran dari tindakan diskresi yang dilakukan oleh polisi, berdasarkan fakta yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Kapten Suwanto dan korban Rani.  Harusnya ada tindakan disiplin Polri untuk menindak aparat yang melakukan kesewenangan terhadap wewenang yang telah diberikan Undang-Undang, tetapi pada kenyataannya yang ada malah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak atas apresiasi penyelamatan korban sandera tersebut.




Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.	Tembak di tempat yang dilakukan oleh polisi dalam kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 di Gresik ini tidak sesuai dengan asas diskresi yang ada didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 karena dalam tindakan individual yang dilakukan oleh polisi dalam kasus ini terdapat tindakan melebihi wewenangnya tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang ada.
2.	Pertanggungjawaban tembak ditempat yang dilakukan oleh polisi terhadap Fuad belum terpenuhi, karena polisi menganggap tembak di tempat tersebut bukanlah pelanggaran. Menurut penulis secara substantif  perbuatan polisi tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik yang seharusnya diproses secara kedinasan.
B.	Saran
Berdasarkan simpulan di atas, penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut:
1.	Kepolisian dalam hal ini diharuskan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, tidak sewenang-wenang dan berhati-hati dalam melakukan tugasnya. Peran masyarakat juga sangat penting bagi terpeliharanya ketentraman dan penegakan hukum yang adil.
2.	Perlunya evaluasi terhadap kinerja aparat kepolisian dalam melaksanakan tindakan diskresi agar tidak terjadi tindakan kesewenangan atas apa yang telah diamanatkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aparat kepolisian.
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